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PELAKSANA Tugas (Plt) Ke-
pala Badan Pengelolaan Ke-
ungan dan Aset Daerah Pem-
“prov Kalbar, Bari, mengakui
terjadi keterlambatan dalam
pebayaran gaji honorer atau
PTT di lingkungan Pemprov
Kalbar.

Keterlambatan itu, kata
Bari, bukan disengaja. Saat
ini, Pemprov Kalbar tengah -
melakukan validasi data para

— Validasi Data
Pegawa| Honorer -

pegawai honorer. Pemba-
yaran gaji honorer, lanjut-
nya, tergantung proses
administrasi yang dilak-
sanakan masing-masing
Orgasnisasi Perangkat Da-
erah (OPD) tempat para te-
naga honorer bekerja.
“Perintah bayar sudah
dan masing-masing OPD se-

B Bersambung ke hal. 7

Honorer Kalbar 2020

Sebaran Tenaga

® Bapenda 224 # Dinas Pertanian TPH 108 @ Setda Kalbar
101® PUPR 95 @ Dissos 69 @ Disdikbud 67 ® RSJ Kalbar 59
RSJ Sui Bangkong 56 # Sekretariat DPRD 53 # Dipanakeswan
" 49 ® DKP 47 ® Disnakertras 42 # Diskes 41 & Diskominfo 40
@ Satpol PP 34 ® Dispus dan Kearsipan 32 # Disperindag 30
QN @ Disporapar 27 ® DLH dan Kehutanan 21 ® Inspektorat 20
® BPSDM 20 @ Dishub 19 ® BKAD 17 ® Diskop UKM 16
® Bappeda 16 ® DPMPTSP 16 @ Dinas PPPA 15 ® Badan
Penghubung 15 ® DPMD 13 ® BPBD 13 ® Dinas PRKP 12
# BKD 12 ® Balitbang-12 @ Badan Kesbangpol 11 ® RSUD
dr Sudarso 10 @ Dinas ESDM 9e D:sdukcap|l 7 ® Dinas
Perkebunan 6 ® BPPD 2

Jumiah total |
Usia di atas 58 tahun
Tidak diperpanja /

“{usia di atas 58 tahun

Validasi Data Pegawai Honorer

Sambungan Hal.1

dang mengajukan proses
permintaan uangnya,” ucap

gaskan saat ini sebagian te-
naga honorer sudah diba-
yarkan dan masih ada yang

Bari, Rabu (11/3).! la mene--

tang Manajemen Pegawa|
Pemerintah dengan Perjan-
jian Kerja (P3K), pemerin-
tah daerah dilarang meneri-
ma tenaga kontrak. Namun
PP tersebut memberikan to-

berproses.

Validasi ini juga sejalan
dengan upaya BKD Kalbar
dalam melaksanakan Pera-
turan Pemerintah (PP) No-
mor 49 Tahun 2018 ten-

leransi selama lima tahun
sejak diundangkan. Jika di-
total, tenaga kontrak yang
sudah ada masih bisa di-
pekerjakan sampai 2023.
(oni) .
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